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ABSTRAK 

 

KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK DALAM  KEBIJAKAN  

NATIONAL SWORD 

 

Oleh 

 

DHEA CANTIKA NINGRUM 

 

  Tiongkok merupakan salah satu negara yang menjadi top tier importir 

limbah global. Hingga 2017 Tiongkok masih menjadi importir limbah global, dan 

menjadi negara tujuan utama bagi beberapa negara untuk mengekspor limbahnya. 

Setidaknya ada 43 negara yang mengekspor limbah ke Tiongkok. Pada 2016, 

tercatat 45% limbah global yang diserap Tiongkok. Karena limbah yang melebihi 

kOleh karena itu, Tiongkok mengesahkan kebijakan National Sword pada 1 

Januari 2018. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa 

kepentingan nasional yang dimiliki Tiongkok dalam kebijakan National Sword 

ini. Penelitian ini menggunakan teori realisme serta konsep kepentingan nasional, 

untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait kepentingan nasional Tiongkok. Serta 

menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Tiongkok  dalam kacamata realisme dan 

kepentingan nasional. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, yang didukung dengan data sekunder yang di ambil dari situs resmi 

kementerian lingkungan hidup Tiongkok, berita resmi Tiongkok seperti Xinhua 

news, buku, artikel, dan jurnal terkait, WTO, dan sebagainya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepentingan nasional Tiongkok meliputi kepentingan 

keamanan, ekonomi, kepentingan ideologi, serta kepentingan tata dunia. Limbah 

impor dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan, ekonomi negara 

sehingga Tiongkok memberlakukan kebijakan National Sword. Sebagai upaya 

penyelesaian persoalan ini, dan mengubah sistim pengelolaan limbahnya. 

Kata kunci: kebijakan National Sword, limbah, impor, kepentingan  nasional, 

Tiongkok 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

CHINA’S NATIONAL INTERESTS WITHIN THE  

NATIONAL SWORD POLICY 

 

By 

 

DHEA CANTIKA NINGRUM 

 

China is one of the top-tier global waste importers. Until 2017, China 

remained a major global waste importer and served as the primary destination for 

several countries exporting their waste, with at least 43 nations exporting waste to 

the country. In 2016, it was recorded that China absorbed 45% of the world's 

waste. Due to the waste volume exceeding its capacity and severely impacting the 

environment, China enacted the National Sword policy on January 1, 2018. This 

study aims to address the question of China's national interests regarding the 

implementation of the National Sword policy. Utilizing the theory of realism and 

the concept of national interest, this research delves deeper into China's national 

interests and explains the measures taken by China through the lens of realism and 

national interest. This study employs a descriptive qualitative approach, supported 

by secondary data obtained from the official website of the Ministry of Ecology 

and Environment of the People's Republic of China, official Chinese news 

agencies such as Xinhua News, books, related articles and journals, the World 

Trade Organization (WTO), and other relevant sources. The findings indicate that 

China's national interests encompass security, economic, ideological, and world 

order interests. Imported waste was perceived as a threat to the country's security 

stability and economy, prompting China to enforce the National Sword policy as 

an effort to resolve these issues and transform its waste management system. 

 

Keywords: National Sword policy, waste, import, national interest, China 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di tengah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pesat 

produksi limbah  telah menjadi isu lingkungan yang penting. Berdasarkan 

statistik, dunia menghasilkan 7-`10 miliar ton setiap tahunnya, di mana sekitar 

10% diperdagangkan lintas batas melalui perdagangan global, sehingga 

menimbulkan dampak eksternal yang cukup besar (Martínez, 2022). Resource 

huting hypothesis menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kekayaan suatu 

negara dengan produksi limbah per kapitanya, terutama negara maju yang lebih 

makmur cenderung menghasilkan limbah yang lebih banyak (Huang et al., 2020). 

Departemen daur ulang negara maju tidak mampu sepenuhnya mengolah limbah 

mereka, sehingga mereka menjual hasil limbah yang mereka hasilkan ke negara 

berkembang. Telah terjadi tren pergerakan dalam perdagangan limbah global, dari 

negara yang memiliki aturan ketat mengenai lingkungan ke negara yang 

cenderung memiliki aturan lingkungan yang longgar (Kellenberg, 2012). Tren ini 

sendiri telah menyebabkan peningkatan volume perdagangan limbah lintas batas 

sebanyak 500% selama 30 tahun terakhir yang memicu kekhawatiran global 

(Martínez, 2022). Pergerakan limbah, terutama limbah padat tak hanya masalah 

perlindungan lingkungan dan kesehatan lagi, tetapi tentang masalah yang lebih 

besar lagi, yakni pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan keadilan 

lingkungan (Cotta, 2020). 

Di antara negara-negara berkembang, selama beberapa dekade, Tiongkok 

telah menjadi salah satu tujuan utama daur ulang dan pembuangan limbah padat di 

seluruh dunia, terutama bagi negara negara maju. Pada tahun 2016, impor 

Tiongkok mencapai sekitar 40% dari total pasar limbah global (Qu, 2019). Selain 

itu, impor kertas dan plastik bekas Tiongkok memiliki proporsi lebih besar secara 

global (Tran et al., 2021). Meskipun menggunakan sampah sebagai perantara yang 
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terjangkau untuk memenuhi  kebutuhan pasar domestik dan internasional, 

Tiongkok menghadapi hambatan-hambatan, yakni meliputi inefisiensi dalam 

sistem pengelolaan sampah, selain itu sering ditemukan perdagangan limbah 

ilegal yang masuk ke Tiongkok, yang dapat menimbulkan tantangan signifikan 

terhadap tujuan lingkungan dan kesehatan masyarakat Tiongkok (B. Li & Mu, 

2024). 

Walau demikian, pada 2018, tepatnya pada 1 Januari 2018, pemerintah 

Tiongkok secara resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan impor yang 

dinamakan National Sword China Policy, di mana di dalam kebijakan ini 

mengatur pelarangan 24 jenis limbah, yang termasuk limbah plastik, potongan, 

dan skrap, untuk empat klasifikasi polimer: polietilena (PE), polivinil klorida 

(PVC), polistirena (PS), dan lainnya. Kelompok plastik lainnya mencakup polimer 

limbah plastik yang belum memiliki kode yang diselaraskan secara internasional 

yang digunakan untuk pelaporan tetapi mencakup perdagangan polimer.  

Kebijakan tersebut ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok guna 

melarang impor limbah bahan baku industri dari berbagai negara. Sebelum 

National Sword Policy ini, sebelumnya pada 2013, pemerintah Tiongkok 

membuat sebuah kebijakan yang mengatur perdagangan limbah daur ulang, yaitu 

kebijakan Green Fence. kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi, 

memperbaiki krisis lingkungan, dan memenuhi tuntutan banyak masyarakatnya 

sendiri, permasalahan kontaminasi ini dihasilkan dari hasil limbah daur  ulang 

yang di terima dari luar negeri. Karena banyaknya polutan ini yang bercampur 

dengan berbagai limbah yang beraneka ragam, terdapat juga jenis limbah yang 

tidak dapat di daur ulang serta kontaminasi zat yang berbahaya dan dapat 

membahayakan lingkungan (Brooks et al., 2018) 

 Dalam gambar 1.1 merupakan data top negara importir limbah terbesar, 

dan hingga 2016 Tiongkok masih menjadi negara importir terbesar, hingga pada 

2017, Tiongkok mulai  mengumumkan kebijakan impor baru yang membatasi 

beberapa jenis impor limbah nonindustri. 
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Tabel 1.1 Data 10 Negara Importir Limbah Dunia oleh World Bank 

Reporter Product Descirption Trade Value 

(USD) 

Quantity 

(Kg) 

China Waste, parings and scrap, 

of plastics 

3,694,711.19 8,801,640.000 

Hong Kong, 

China 

Waste, parings and scrap, 

of plastics 

918,716.84 2,877,960.000 

United States Waste, parings and scrap, 

of plastics 

233,788.88 421,003,000 

Netherlands Waste, parings and scrap, 

of plastics 

194,739.97 577,600,000 

Germany Waste, parings and scrap, 

of plastics 

187,527.79 580,258,000 

 

Sumber: wits.worldbank.org 

 

Hal ini tentunya sangat berdampak dan memengaruhi perdagangan limbah 

global, karena sebelumnya Tiongkok merupakan importir limbah terbesar, dan 

banyak negara eksportir yang mengalihkan limbah negara mereka ke Tiongkok, 

tentunya hal ini memaksa negara eksportir untuk mencari jalan alternatif untuk 

limbah mereka. Tiongkok memperketat aturan mengenai impor limbah, dan 

meningkatkan sistem daur ulang domestik, dan hanya mengimpor limbah yang 

hanya mereka butuh kan.  

Walau  demikian, pemberlakuan kebijakan National Sword merupakan 

langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, karena lonjakan impor yang 

masuk ke Tiongkok menyebabkan masalah ekologis, hingga kesehatan yang 

serius, mulai  dari pencemaran air, udara, tanah. Tercatat 20% hingga 50% anak 

anak di beberapa kota di Tiongkok terdeteksi mengalami gangguan pernapasan 

karena penurunan kualitas udara, atau dengan kata lain meningkatnya polusi di 

beberapa kota yang menyebabkan banyak anak yang mengalami gangguan 

kesehatan, pengelolaan limbah oleh industri, yang tak dikelola dengan benar juga 

menjadi penyebab pencemaran air. Global Alliance on Health and Pollution 
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mencatat bahwa 9,585 jiwa meninggal akibat pencemaran air. Kepala insinyur 

kementerian perlindungan lingkungan, Wang Bentai menambahkan, bahwa 10% 

tanah pertanian  pun ikut terdampak, sebagai akibat dari air yang sudah tercemar 

(Wicaksono et al, 2022)  

Impor limbah yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan lingkungan 

yang serius di Tiongkok, hal ini tentu saja merugikan Tiongkok, dan bila tidak 

ditangani akan menimbulkan masalah yang lebih parah. Proses daur ulang yang 

tidak sesuai dengan prosedur juga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang 

lebih parah, dan menghambat pembangunan keberlanjutan. Pemerintah Tiongkok 

memberlakukan kebijakan National Sword, walau secara resmi diberlakukan pada 

1 Januari 2018, namun pada Juli 2017, Tiongkok secara resmi memberitahukan 

kepada WTO akan keputusan negaranya yang melarang impor 24 jenis limbah 

padat (B. Li & Mu, 2024). kebijakan ini berfokus pada limbah padat, terutama 

impor limbah plastik, karena merupakan limbah yang paling banyak masuk. 

Selain dengan membuat kebijakan National Sword ini, Tiongkok juga berupaya 

untuk meningkatkan sistem daur ulang domestiknya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sudah puluhan tahun, Tiongkok menjadi negara importir limbah global 

terbesar, dan berkontribusi cukup besar dalam penyerapan limbah global dunia, 

yang membuat perdagangan limbah global sangat bergantung pada Tiongkok, 

terutama negara eksportir limbah, namun karena Tiongkok melakukan impor 

limbah dalam jumlah yang terlalu besar, dan tidak sesuai dengan kapasitas daur 

ulang domestik dapat menampung, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang 

cukup serius. Tak hanya itu, ditemukan pula impor limbah yang masuk ke 

Tiongkok secara ilegal, termasuk limbah limbah berbahaya, yang tidak seharusnya 

masuk. Hal ini yang pada akhirnya mendorong pemerintah Tiongkok membuat 

kebijakan National Sword, pada 1 Januari 2018. Walau sebelumnya Tiongkok juga 

pernah membuat kebijakan Green Fence pada 2013, namun, tidak sepenuhnya 

mengatasi permasalahan, terutama permasalahan limbah plastik yang masuk 

secara ilegal. Meskipun penelitian mengenai kebijakan National Sword ini sudah 

diteliti oleh banyak peneliti, namun sebagian besar penelitian terdahulu, fokus 

penelitiannya cenderung pada dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini ke 
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perdagangan impor limbah global, sedangkan penelitian yang membahas 

mengenai kepentingan Tiongkok dalam kebijakan National Sword  dengan 

menggunakan teori realisme dan konsep ini belum banyak dibahas. Untuk itu, 

peneliti berusaha mengkaji lebih dalam mengenai kepentingan Tiongkok dalam 

kebijakan ini. Sehingga peneliti merumuskan pertanyaan “Apa kepentingan 

Tiongkok dalam kebijakan National Sword?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan kondisi lingkungan dan limbah Tiongkok akibat lonjakan 

impor limbah. 

2. Menjelaskan kepentingan nasional Tiongkok dalam kebijakan National 

Sword 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, yakni 

dapat dijadikan referensi untuk penelitian dalam bidang hubungan 

internasional, serta diharapkan juga dapat menambah pengetahuan 

pembaca mengenai apa kepentingan strategis Tiongkok dalam kebijakan 

National Sword. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu mengenai kebijakan National Sword merupakan topik 

penelitian yang cukup menarik karena berpengaruh cukup besar dalam 

perdagangan limbah global. Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak peneliti 

yang meneliti topik ini. Setelah menganalisis penelitian penelitian terdahulu 

mengenai kebijakan National Sword, dengan metode, teori serta konsep yang 

cukup untuk memahami kebijakan National Sword dan menemukan celah 

penelitian yang akhirnya menjadi fokus penelitian, di mana penelitian ini berfokus 

pada kepentingan Tiongkok dalam kebijakan National Sword. Peneliti 

menganalisis penelitian penelitian terdahulu dan mengelompokkan penelitian 

terdahulu yang digunakan ke dalam beberapa cluster, di antaranya sebagai berikut. 

Cluster pertama, yakni bagaimana Tiongkok merespons lonjakan impor 

yang masuk ke negaranya. Menurut (Wicaksono et al., 2022), (Vedantam, 2022). 

Pemberlakuan kebijakan National Sword ini dilihat sebagai respons yang diambil 

oleh Tiongkok atas permasalahan ekologis yang  terjadi di negaranya, seperti 

pencemaran udara, penyumbatan drainase sayangnya kegiatan impor limbah yang 

dilakukan oleh Tiongkok  ini tidak disertai dengan regulasi yang mengatur 

kegiatan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep human security, di mana 

respons Tiongkok dengan membuat kebijakan ini tak hanya dilihat sebagai akibat 

dari permasalahan ekologis namun juga persoalan kemanusiaan, permasalahan 

lingkungan yang terjadi ini dilihat sebagai ancaman, karena mengancam 

kesehatan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Unfried 

& Wang, 2024) yang memaparkan data empiris yang menunjukkan korelasi antara 

aktivitas impor limbah yang dilakukan Tiongkok dengan tingkat polusi atau 

kualitas udara, hingga di angka PM 2,5.  (Liu et al., 2022)menambahkan bahwa 

undang undang yang diluncurkan oleh Tiongkok ini memperketat kontrol impor 

limbah, guna memperbaiki  kerusakan ekologis. Hal ini dirasa mempercepat 
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pemulihan kerusakan lingkungan (Fürst & Feng, 2022). Setelah pemberlakuan 

kebijakan ini pada 2021 Tiongkok dapat meningkatkan kapasitas daur ulang 

domestik hingga 30%. 

Cluster kedua, yakni dampak kebijakan National Sword terhadap global. 

Pengetatan atau pembatasan impor limbah yang dilakukan oleh Tiongkok, 

berdampak cukup besar terhadap perdagangan limbah global. (Shi et al, 2021) 

menjelaskan bahwa, aksi yang dilakukan oleh Tiongkok yang cukup drastis ini 

benar benar mengubah manajemen perdagangan limbah global, banyak negara 

eksportir yang bergantung kepada Tiongkok, hal ini menyebabkan para negara 

eksportir limbah terpaksa harus mencari jalan alternatif dalam pengelolaan limbah 

mereka, hal ini sangat memengaruhi negara eksportir yang didominasi oleh negara 

maju. (Vedantam, 2022) serta (Heiges & O‟Neill, 2022) Amerika merupakan salah 

satu negara yang cukup terdampak, di mana Amerika merupakan salah satu 

eksportir limbah global, hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan limbah di 

tempat pembuangan akhir, (Tran et al., 2021) mencatat bahwa 92% volume 

perdagangan limbah global menurun, hal ini menyebabkan negara eksportir harus  

mengalihkan limbahnya ke negara lain, terutama negara berkembang. (Y. Ren et 

al., 2020a) dan (Huang et al., 2020) menambahkan bahwa pengalihan limbah ini 

akan berdampak serius terhadap ekologi jika limbah global banyak di ekspor ke 

negara dengan kapasitas dan sistem infrastruktur daur ulang yang tak memadai. 

(Parajuly & Fitzpatrick, 2020) berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan 

menimbulkan permasalahan baru, dan menyebabkan peningkatan peredaran 

limbah ilegal. (Yoshida, 2022)dan (Wen, 2021) justru berpandangan sebaliknya, 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Tiongkok 

ini mengajarkaypshidan kepada global untuk tak bergantung pada negara lain, dan 

dapat mengelola limbah domestiknya sendiri. 

 Clusteri ketiga, perubahan tren perdagangan limbah global pasca 

penetapan kebijakan National Sword. Pembatasan impor limbah global yang 

dilakukan oleh Tiongkok mengubah struktur perdagangan limbah global. (Wang, 

2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dampak dari kebijakan Tiongkok 

ini tak hanya penurunan volume impor perdagangan limbah global, namun, juga 

memengaruhi dan mengubah komoditas yang diperdagangkan. (Yoshida, 2022) 
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menambahkan dalam penelitiannya bahwa, selain melakukan pengetatan impor 

limbah yang masuk ke negaranya, Tiongkok juga menggunakan strategi impor 

yang berbeda, jika sebelumnya Tiongkok mengimpor plastik mentah, sekarang 

Tiongkok mengimpor bijih plastik, yang memang diperlukan oleh industri 

negaranya, dan sulit untuk diproduksi  di negaranya. Dalam laporan (OECD, 

2025) menjelaskan bahwa walau sempat terjadi penurunan volume impor limbah 

global, namun rute perdagangan langsung berpindah ke negara negara lain, seperti 

negara berkembang yang tentu menimbulkan tantangan baru. 

 Cluster terakhri, yakni tata kelola global, dengan perubahan tren 

perdagangan limbah global, tentu harus dilakukan pula perubahan tata kelola 

global, melalui instrumen hukum internasional. (Ishimura et al., 2025)  mencatat 

bahwa BCPWA atau Basel Convention Plastic Waste Amandments mengurangi 

volume perdagangan impor limbah global ke negara berkembang oleh negara 

negara eksportir mencapai 63,7%. Sedangkan dalam (Gondogdu et al, 2025) 

menekankan untuk  segera mengesahkan Global Waste Treaty, dibanding hanya 

mengandalkan kontrol perbatasan, karena kegiatan pengalihan limbah global oleh 

negara eksportir ke negara berkembang ini dinilai sebagai waste colonialism, dan 

masih hal yang dapat memicu hal tersebut, 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Teori Realisme 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori realisme sebagai acuan 

utama untuk menganalisis kepentingan nasional yang dimiliki oleh Tiongkok 

dalam kebijakan National Sword.. Dasar dari teori realisme bersumber dari 

pemikiran Thucydides (400 SM), Niccolo Machiavelli (1469-1557), dan Thomas 

Hobbes (1588-1679), yang kemudian dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau 

pasca perang dunia II. Pada awalnya toeri ini menekankan aspek human nature 

atau sifat dasar manusia sebagai penyebab perebutan kekuatan di antara negara 

negara (Ashari, 2020). Teori realisme ialah salah satu teori atau pendekatan yang 

ada dalam ilmu hubungan internasional, yang di mana teori ini menekankan 

bahwa sistem internasional itu bersifat anarki dan negara adalah aktor utama yang 

harus bertindak rasional untuk survive, perilaku suatu negara didasarkan pada 
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kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut, serta dalam rangka memperkuat 

dan memperluas power yang dimilikinya.  

Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations (1948).  

Ia berpandangan bahwa tak ada kekuasaan yang lebih besar dari negara, jadi 

negara harus mengandalkan power yang dimilikinya untuk tetap bertahan, yang 

pada akhirnya yang dapat menjamin dan menentukan keamanan negara atau 

eksistensi suatu negara, hanyalah negara itu sendiri. Dalam bukunya, Hans 

menekankan bahwa politik suatu negara didasari kuat oleh kepentingan 

nasionalnya, dan moralitas dinilai bersifat relatif dan tergantung pada  situasi. Hal 

ini menandakan bahwa negara tidak menolak moralitas, namun moralitas 

cenderung relatif dan menyesuaikan atau dipengaruhi oleh kepentingan negara. 

Hans menggambarkan kepentingan nasional sebagai kerangka kekuasaan, dan 

menjadi pertimbangan untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang akan di 

rumuskan, maka dari itu, setiap perilaku atau tindakan suatu negara dapat 

diartikan sebagai bentuk pertahanan dan meningkatkan kekuasaannya,  (J. 

Morgenthau, 1948).  

Kemudian Hans menegaskan kembali hal ini dalam bukunya yang 

berjudul In Defense of the National Interest (1951),  bahwa moralitas dalam dunia 

internasional bersifat relatif dan tak dapat diterapkan secara global, karena harus 

mempertimbangkan kembali secara rasional mengenai kondisi dan kepentingan 

yang dimiliki negara. Hans mengkritik pendekatan idealisme klasik yang Tidak 

mementingkan kepentingan negara dan hanya berfokus pada moral universal, 

sedangkan realitas nya, setiap negara selalu mengejar kepentingannya. Realisme 

hadir untuk menjelaskan perilaku negara, yakni untuk melengkapi keterbatasan 

idealis, yang hanya berfokus pada moral universal, di mana realisme 

menempatkan rasionalitas, kepentingan, serta kekuasaanlah unsur utama untuk 

memahami perilaku suatu negara (J. Morgenthau, 1951). 

Khasan Ashari (2020) juga menjelaskan mengenai realisme, yang 

dibangun atas empat prinsip utama, yakni pandangan yang pesimis terhadap sifat 

dasar manusia, keyakinan bahwa sebenarnya hubungan internasional itu 

konfliktual, menekankan aspek keamanan nasional, yakni national security  and 
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state survival, dan pandangan bahwa karakteristik politik domestik dan politik 

internasional itu jauh berbeda. Khasan juga menambahkan bahwa realisme 

memiliki tiga konsep utama, yakni, survival, statism, and self help (Ashari, 2020) 

2.3 Landasan Konseptual 

  2.3.1 Konsep Kepentingan Nasional 

 Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai persepsi para 

pengambil keputusan mengenai apa yang paling baik bagi negara dalam 

interaksinya dengan lingkungan internasional. Ia membagi kepentingan nasional 

ke dalam empat kategori utama: kepentingan pertahanan (defense interests), 

kepentingan ekonomi (economic interests), kepentingan tatanan dunia (world 

order interests), dan kepentingan ideologi (ideological interests). Sejarah 

perkembangan konsep ini menunjukkan pergeseran dari pandangan Morgenthau 

dalam In Defense of the National Interest (1951) yang bersifat defensif dan 

berpusat pada keamanan wilayah, menuju pandangan yang lebih multidimensi 

seperti yang dikemukakan Nuechterlein (1976), yang mencakup dimensi ekonomi 

dan sosial.  

 Morgenthau menekankan dalam Politics Among Nations (1948) bahwa 

kepentingan nasional memiliki unsur permanen, yaitu perlindungan terhadap 

integritas fisik, politik, dan budaya bangsa. Sementara itu, Nuechterlein (1976) 

menekankan pada "matriks intensitas" kepentingan, yang terdiri dari kepentingan 

survival (kelangsungan hidup), vital (sangat penting), major (penting), dan 

peripheral. Nuechterlein menekankan seberapa jauh sebuah negara bersedia 

mengambil risiko untuk memperjuangkan kepentingan tersebut. Tiongkok 

merupakan salah satu importir limbah terbesar dunia. Membuat banyak negara 

yang mengalihkan limbah negaranya, yakni dengan mengekspor limbah mereka 

ke Tiongkok, dan menyebabkan dependency global untuk mengalihkan limbah 

mereka, walau demikian hal ini juga menguntungkan Tiongkok karena beberapa 

jenis limbah memang dibutuhkan oleh Tiongkok.  

 Namun, karena volume impor limbah yang semakin meningkat, membuat 

permasalahan baru di Tiongkok, seperti permasalahan lingkungan, keamanan, dan 

menyebabkan tekanan domestik, dan dengan volume yang semakin meningkat, 
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dan di luar kapasitas daur ulang domestik Tiongkok, membuat akhirnya negara ini 

kewalahan.  Yong Deng, dalam bukunya yang berjudul The China Quarterly: The 

Chinese Conception of National Interests in Internasional Relations. Dalam 

bukunya ini Yong Deng menekankan bahwa national interest merupakan pedoman 

atau acuan yang dipegang kukuh oleh Tiongkok, sebagai dasar untuk menentukan 

arah kebijakan luar negerinya, dan juga sebagai penentu pengambilan tindakan di 

tingkat internasional. Yong Deng percaya bahwa sistem national interest ini 

dipengaruhi oleh pendekatan realisme, yang dalam pendekatan ini berpandangan 

bahwa sistem internasional ini bersifat anarki, di mana negara harus 

mengandalkan  kekuatannya sendiri untuk tetap survive. Yong Deng menjelaskan 

dalam bukunya dalam konteks Tiongkok, kepentingan nasional merupakan salah 

satu upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Kedaulatan 

dipandang  sebagai prinsip yang tak bisa diganggu gugat, sehingga Tiongkok 

cenderung menolak intervensi pihak luar. Hal ini sejalan dengan prinsip  yang 

dipegang Tiongkok, seperti saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri 

urusan dalam negeri negara lain (Deng, 1998) 

 Selain faktor pandangan tersebut, Yong Deng juga menekankan akan 

bahwa faktor historis juga memengaruhi cara pandang Tiongkok. Khususnya pada 

periode “seratus tahun penghinaan” membuat Tiongkok cukup sensitif  terhadap 

ancaman dari luar. Karena hal ini, Tiongkok memandang hubungan internasional 

sebagai kompetisi yang tidak sepenuhnya kooperatif. Karena negara harus terus  

menjaga posisinya agar tidak dirugikan. Namun sejak era reformasi pasca Mau, 

terdapat beberapa perubahan dalam orientasi kepentingan nasional Tiongkok. Jika 

sebelumnya fokusnya lebih bersifat ideologis, kini lebih bersifat realistis, dan 

mulai berorientasi pada pembangunan ekonomi, teknologi, pembangunan nasional 

menjadi fokus utama, dibanding ideologi (Deng, 1998) 

 Penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menganalisis lebih 

mendalam, bagaimana upaya Tiongkok untuk menyelesaikan permasalahan yang 

hadir, dan bagaimana Tiongkok dapat survive dari permasalahan yang terjadi, 

seperti permasalahan lingkungan, kesehatan, tekanan publik. Dan hal ini juga 

berdampak besar terhadap sistem perdagangan limbah global. Yang membuat 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ialah bagaimana peneliti 
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mencoba  menganalisis secara mendalam mengenai apa alasan pemerintah 

Tiongkok membatasi impor limbah ke negaranya dan mengesahkan kebijakan 

National Sword. dengan menggunakan teori realism Belum banyak penelitian 

yang meneliti mengenai kebijakan National Sword yang menggunakan teori ini,  

2.4 Kerangka Penelitian 

Dalam beberapa dekade ini, tren pengalihan limbah negara maju ke negara 

mulai meningkat yang cukup signifikan. Banyak negara maju yang menjadi 

eksportir limbah, hal ini dikarenakan biaya pengelolaan limbah di negara mereka 

tergolong tidak ekonomis, dan memakan biaya yang cukup besar untuk mengolah 

limbahnya sendiri. Dalam hal ini Tiongkok cukup berperang penting, karena 

menjadi salah satu negara yang menjadi importir limbah terbesar global. 

Tingginya permintaan limbah dari Tiongkok ini, akhirnya banyak negara, 

terutama negara maju, yang mengekspor limbah mereka pada Tiongkok, hal inilah 

yang membuat negara eksportir limbah banyak yang bergantung pada Tiongkok 

(Shi et al., 2021) 

Aktivitas impor limbah yang dilakukan oleh Tiongkok ini yang menjadi 

bumerang bagi Tiongkok sendiri, karena terlalu banyak menerima impor limbah 

global, yang tak sesuai dengan kapasitas pengelolaan limbah domestiknya 

membuat mereka over impor, dan berdampak terhadap domestik. Mulai dari 

permasalahan lingkungan, kesehatan, dan sebagainya, yang membahayakan 

masyarakatnya sendiri, hal ini juga diperparah dengan banyaknya limbah ilegal 

yang masuk ke Tiongkok. Hingga akhirnya Tiongkok membuat kebijakan 

National Sword (Shi et al., 2021) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori realisme dan konsep 

kepentingan nasional. Penggunaan teori realisme digunakan untuk menjelaskan 

perilaku Tiongkok. Realisme memandang bahwa sistem internasional bersifat 

anarki, negara satu satunya aktor rasional, hal ini dilakukan untuk melindungi 

kepentingan, serta memastikan keamanan dan keberlangsungan negaranya. 

Sehingga negara akan mengambil tindakan tegas jika suatu hal dirasa berpotensi 

untuk menjadi ancaman bagi negaranya. Serta konsep kepentingan nasional juga 

digunakan untuk dapat menjelaskan kepentingan nasional yang dimiliki Tiongkok 



14 

 

dalam kebijakan National Sword. Menurut Donald E. Nuechterlein, setidaknya 

terdapat tiga klasifikasi utama kepentingan nasional, yakni defense interests 

(kepentingan bersama), economic interests (kepentingan ekonomi), dan world 

order interests (kepentingan tatanan dunia) (Nuechterlein, 1976b) 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang menjadi acuan peneliti 

untuk lebih memahami dan menjelaskan fenomena yang diambil, agar alur 

penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan sistematis, untuk memudahkan 

proses analisis. Kerangkan pemikiran tersusun atas latar belakang masalah, teori 

yang digunakan, serta fenomena yang diteliti. Kerangka penelitian juga 

menghubungkan kebijakan National Sword dengan teori dan konsep yang 

digunakan, yakni bagaimana kepentingan yang dimiliki suatu negara dapat 

memengaruhi tindakan atau kebijakan suatu negara. Untuk itu peneliti bertujuan 

untuk meneliti kepentingan yang dimiliki Tiongkok dalam kebijakan National 

Sword.  
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran.                                                                    

Sumber: Diolah oleh peneliti demi keperluan penelitian

Apa kepentingan Tiongkok  

terhadap kebijakan National 

Sword. 

Teori Realisme dan konsep national interest 

Guna memberikan pemahaman tentang apa 

kepentingan yang di miliki oleh Tiongkok dalam 

kebijakan National Sword ini. Bagaimana suatu 

negara berani mengambil tindakan yang berani, 

guna melindungi kepentingan negaranya. 

 

Adapun lonjakan impor limbah plastik yang 

berlebih ke Tiongkok di mana melampaui 

kemampuan kapasitas pengelolaan limbah dan 

tata kelola Tiongkok, hingga akhirnya 

Tiongkok mengesahkan kebijakan National 

Sword 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami 

dan menjelaskan secara komprehensif apa kepentingan Tiongkok dalam kebijakan 

National Sword, seperti yang dikemukakan oleh Sandelowski (2000) yang 

menjelaskan bahwa kualitatif deskriptif dapat memahami suatu fenomena dengan 

lebih komprehensif, berbeda dengan jenis kualitatif yang lain seperti grounded 

theory, fenomenologi, dan etnografi. Hal ini dikarenakan kualitatif deskriptif yang 

fokus untuk menjawab pertanyaan „apa, mengapa dan di mana‟ melalui suatu 

fenomena. Pendekatan ini mencakup proses pengumpulan data secara langsung 

dari sumber yang kredibel, analisis data secara induktif untuk menemukan pola 

pola, serta interpretasi makna  oleh peneliti berdasarkan konteks.  

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus peneliti dalam penelitian ini ialah apa kepentingan Tiongkok dalam 

kebijakan National Sword. Kebijakan yang diberlakukan sejak Januari 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons atau tindakan Tiongkok yang 

memberlakukan kebijakan National Sword, serta juga menganalisis kepentingan 

Tiongkok di balik kebijakan ini, dengan menggunakan teori realisme dan konsep 

kepentingan nasional. Teori realisme menekankan bahwa sistem internasional itu 

bersifat anarki dan negara adalah aktor utama yang harus bertindak rasional untuk 

survive, perilaku suatu negara didasarkan pada kepentingan yang dimiliki oleh 

negara tersebut. 

 Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pula konsep kepentingan nasional, oleh  

Morgenthau dan  Nuechterlein. Morgenthau menekankan dalam Politics Among 

Nations (1948) bahwa kepentingan nasional memiliki unsur permanen, yaitu 

perlindungan terhadap integritas fisik, politik, dan budaya bangsa. Sementara itu, 

Nuechterlein (1976) menekankan pada "matriks intensitas" kepentingan, yang 

terdiri dari kepentingan survival (kelangsungan hidup), vital (sangat penting), 
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major (penting), dan peripheral. Nuechterlein menekankan seberapa jauh sebuah 

negara bersedia mengambil risiko untuk memperjuangkan kepentingan tersebut.  

apa alasan pemerintah Tiongkok membatasi impor limbah ke negaranya dan 

mengesahkan kebijakan National Sword, karena sebelumnya Tiongkok pernah 

membuat kebijakan serupa, yakni green fence pada tahun 2013. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa Tiongkok mengesahkan 

kebijakan mengenai lingkungan lagi, apa yang melatarbelakangi kebijakan ini, 

dengan menggunakan teori realisme dan konsep kepentingan nasional. 

 

3.3 Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dengan 

menggunakan berbagai sumber terkait National Sword Policy, data sekunder yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini, di antaranya ialah 

1. Website resmi pemerintah Tiongkok, tepatnya kementerian lingkungan 

hidup, yang mengeluarkan pernyataan tentang pemberlakuan kebijakan 

National Sword oleh Tiongkok, yang dimulai pada 2018 

(https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202011/t20201130

_810429.shtml?utm_source=chatgpt.com), digunakan pula sumber dari 

lingkungan hidup Tiongkok, mengenai jenis limbah yang mulai dibatasi 

oleh Tiongkok 

(https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201804/t20180419

_434969.shtml?utm_source=chatgpt.com),  

2. Berita resmi yang dirilis WTO, yang memberitakan tanggapan negara 

negara lain mengenai kebijakan National Sword yang membatasi impor 

limbah ke Tiongkok.  

3.  Berita yang dirilis oleh media nasional Tiongkok, yakni Xinhua news. 

Memberitakan kebijakan ini serta mengeluarkan laporan  mengenai 

dampak yang dialami negara lain, seperti Amerika atas kebijakan ini. 

4. Data yang dikeluarkan oleh World Trade Bank, mengenai tren 

perdagangan limbah global. 

5. Penggunaan sumber yang berasal dari artikel ilmiah, jurnal akademik, 

serta buku yang relevan dengan kebijakan Tiongkok ini.\ 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202011/t20201130_810429.shtml?utm_source=chatgpt.com
https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202011/t20201130_810429.shtml?utm_source=chatgpt.com
https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201804/t20180419_434969.shtml?utm_source=chatgpt.com
https://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/201804/t20180419_434969.shtml?utm_source=chatgpt.com


18 

 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk 

memperkaya data dalam penelitian ini, yang terfokus pada kepentingan Tiongkok 

dalm National Sword. Dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, dengan 

mengumpulkan dokumen tertulis, mulai dari pernyataan resmi Tiongkok, media 

nasional Tiongkok, berita yang dikeluarkan oleh WTO, artikel ilmiah, jurnal 

akademik, hingga penelitian-penelitian terdahulu, yang juga berguna untuk 

mengumpulkan data serta mencari informasi yang belum ada atau belum banyak 

di bahas di penelitian sebelumnya, serta buku buku yang terkait dengan kebijakan 

ini. Studi dokumentasi merupakan metode yang penting untuk mengumpulkan  

data dari dokumen yang telah ada baik digital maupun cetak, guna memahami 

fenomena sosial dalam konteks alaminya, serta metode ini membantu peneliti 

mendapatkan data yang sebenarnya, dan buka dokumen fiktif yang tak diketahui 

kebenarannya, agar dapat memahami konteks sosial dalam konteks alaminya 

(Cresswell & Creswell, 2018). 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang 

dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan 

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (Miles et al., 2014). Teknik ini digunakan untuk membantu peneliti 

mengolah berbagai data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah 

Tiongkok, laporan organisasi internasional, jurnal akademik, artikel ilmiah, berita, 

serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan kebijakan National Sword dan 

permasalahan impor limbah di Tiongkok. 

Tahap pertama adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses 

pemilihan, penyederhanaan, serta pemfokusan data yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan 

keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu kepentingan nasional Tiongkok 

dalam kebijakan National Sword. Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan 

data ke dalam beberapa tema utama, seperti perkembangan impor limbah ke 

Tiongkok, kondisi lingkungan dan pengelolaan limbah domestik sebelum 

penerapan National Sword, dampak limbah impor terhadap lingkungan dan 

kesehatan masyarakat, serta kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mengatasi 
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permasalahan tersebut. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi berbagai data 

yang menunjukkan adanya pertimbangan keamanan, ekonomi, lingkungan, 

maupun stabilitas sosial yang melatarbelakangi penerapan kebijakan National 

Sword. Melalui proses reduksi data, informasi yang tidak berkaitan secara 

langsung dengan fokus penelitian disisihkan sehingga analisis dapat lebih terarah. 

Tahap kedua adalah penyajian data. Setelah data direduksi dan dikelompokkan 

berdasarkan tema-tema tertentu, data kemudian disajikan dalam bentuk narasi 

deskriptif yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan 

antar data. Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan kondisi pengelolaan 

limbah dan lingkungan di Tiongkok, perkembangan impor limbah yang 

menjadikan Tiongkok sebagai tujuan utama perdagangan limbah global, serta 

berbagai dampak yang muncul akibat masuknya limbah impor dalam jumlah 

besar. Penyajian data juga dilakukan dengan menunjukkan keterkaitan antara 

permasalahan limbah impor dengan respons pemerintah Tiongkok melalui 

kebijakan National Sword. Pada tahap ini, data empiris yang telah diperoleh 

disusun secara kronologis dan tematis sehingga memudahkan peneliti dalam 

melihat pola, hubungan sebab-akibat, serta perubahan kebijakan yang terjadi. 

Selanjutnya, data yang telah disajikan dianalisis menggunakan teori realisme 

dan konsep kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein. Perspektif realisme 

digunakan untuk memahami Tiongkok sebagai aktor negara yang bertindak secara 

rasional dalam upaya melindungi kepentingan nasionalnya ketika menghadapi 

ancaman atau permasalahan yang dianggap dapat memengaruhi keamanan, 

stabilitas, dan pembangunan nasional. Berdasarkan perspektif tersebut, data 

kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi kepentingan nasional yang ingin 

dilindungi melalui kebijakan National Sword. Analisis dilakukan dengan 

mengaitkan temuan empiris dengan kategori kepentingan nasional menurut 

Nuechterlein, yaitu defence interests, economic interests, world order interests, 

dan ideological interests, untuk mengetahui bentuk kepentingan yang paling 

dominan dalam kebijakan tersebut. 

Selain mengidentifikasi bentuk kepentingan nasional, peneliti juga 

menganalisis tingkat intensitas kepentingan yang dimiliki Tiongkok terhadap 

permasalahan limbah impor. Analisis dilakukan dengan melihat tingkat urgensi isu 
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berdasarkan klasifikasi survival interests, vital interests, major interests, dan 

peripheral interests. Peneliti kemudian menilai posisi permasalahan limbah impor 

dalam hierarki kepentingan nasional Tiongkok berdasarkan tingkat ancaman yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, serta 

keberlanjutan pembangunan nasional. Dengan demikian, analisis tidak hanya 

menjelaskan kepentingan apa yang ingin dilindungi Tiongkok, tetapi juga 

seberapa penting kepentingan tersebut bagi negara. 

Untuk memperkuat analisis, peneliti juga mengkaji value factors dan cost 

factors yang memengaruhi pengambilan kebijakan National Sword. Value factors 

digunakan untuk melihat nilai strategis permasalahan limbah impor bagi 

Tiongkok, seperti dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, 

pembangunan ekonomi, dan stabilitas sosial. Sementara itu, cost factors 

digunakan untuk menganalisis berbagai biaya dan risiko yang harus 

dipertimbangkan pemerintah Tiongkok, baik apabila kebijakan diterapkan maupun 

apabila permasalahan limbah impor terus dibiarkan. Melalui analisis tersebut, 

peneliti dapat menjelaskan alasan mengapa pemerintah Tiongkok memandang isu 

limbah impor sebagai isu yang penting dan akhirnya mengambil kebijakan 

National Sword sebagai upaya melindungi kepentingan nasionalnya. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, 

seluruh data dan hasil analisis yang telah disusun kemudian diinterpretasikan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti mengidentifikasi pola 

hubungan antara permasalahan limbah impor, kepentingan nasional Tiongkok, 

serta kebijakan National Sword yang diterapkan pemerintah. Kesimpulan yang 

diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data 

yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan konsistensi dan keabsahan 

temuan. Melalui proses verifikasi tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu 

memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kepentingan nasional 

Tiongkok dalam kebijakan National Sword berdasarkan perspektif realisme dan 

konsep kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepentingan nasional Tiongkok 

dalam kebijakan National Sword, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut 

merupakan bentuk nyata dari upaya pemerintah Tiongkok untuk melindungi dan 

memperkuat kepentingan nasionalnya di tengah meningkatnya tekanan 

lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik akibat lonjakan impor limbah dari 

berbagai negara. Selama beberapa dekade, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor 

limbah dunia karena memiliki kapasitas industri yang besar dan kebutuhan tinggi 

terhadap bahan baku sekunder. Namun, di balik manfaat ekonominya, impor 

limbah dalam jumlah besar menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti 

pencemaran tanah, air, dan udara, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, 

munculnya industri daur ulang informal yang tidak terkendali, serta tekanan 

publik yang semakin kuat terhadap pemerintah. Dalam konteks tersebut, National 

Sword tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga 

sebagai strategi negara untuk menjaga stabilitas domestik, meningkatkan kualitas 

pembangunan nasional, dan memperkuat posisi Tiongkok dalam sistem 

internasional. 

Latar belakang munculnya kebijakan National Sword., kebijakan ini lahir 

sebagai respons atas akumulasi permasalahan yang ditimbulkan oleh 

ketergantungan Tiongkok terhadap limbah impor. Sejak awal 1990-an, Tiongkok 

mengimpor limbah plastik, kertas, logam, dan elektronik sebagai bahan baku 

industri. Akan tetapi, lemahnya pengawasan terhadap tingkat kontaminasi 

menyebabkan banyak limbah yang masuk tidak dapat didaur ulang dan justru 

menjadi sumber pencemaran lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh praktik 

pengolahan informal yang menggunakan metode pembakaran terbuka, 

pembuangan residu ke sungai, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Selain itu, 
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meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan serta komitmen 

pemerintah di bawah kepemimpinan Xin Jinping untuk membangun peradaban 

ekologis mendorong negara mengambil langkah yang lebih tegas. Oleh karena itu, 

National Sword diterapkan sebagai kebijakan untuk menghentikan masuknya 

foreign garbage dan mengurangi beban ekologis yang selama ini ditanggung oleh 

Tiongkok. 

Kepentingan nasional Tiongkok yang mendasari kebijakan National Sword. 

Berdasarkan analisis menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori 

Realisme, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut didorong oleh 

empat kepentingan utama. Pertama, kepentingan lingkungan, yaitu upaya negara 

untuk memulihkan kualitas tanah, air, dan udara serta mengurangi kerusakan 

ekologis akibat impor limbah. Kedua, kepentingan kesehatan masyarakat, yaitu 

perlindungan terhadap masyarakat dari paparan zat berbahaya yang dihasilkan 

dari proses daur ulang yang tidak aman. Ketiga, kepentingan ekonomi, yaitu 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong pemanfaatan 

limbah domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor 

yang berkualitas rendah. Keempat, kepentingan politik, yaitu menjaga legitimasi 

pemerintah, merespons tuntutan publik, dan menunjukkan kapasitas negara dalam 

melindungi kesejahteraan rakyat. Kelima yakni, kebutuhan akan lahanKeempat 

kepentingan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa National Sword 

merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat ketahanan 

nasional Tiongkok secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa beberapa aspek yang 

dikemukakan oleh Nuchterlein, terdapat beberapa aspek yang masuk dan sesuai 

dalam kepentingan nasional Tiongkok ini. Dalam kepentingan nasional yang 

dikemukakan oleh Nuechterlein, terdapat tiga aspek yang perlu di highlight, yakni 

kepentingan nasional, intensitas kepentingan, serta value and cost factors. Pada 

aspek kepentingan nasional, kepentingan Tiongkok ini masuk dalam kategorikan 

ke dalam defence, economic interests. Defence interests, hal ini dikarenakan isu 

atau permasalahan limbah Tiongkok di anggap sebagai hal yang dapat 

mengancam negara, walau tak sampai mengancam kestabilitasan negara, 

economic interests, hal ini terjadi karena  aktivitas impor limbah yang dilakukan 
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pengusaha Tiongkok ini melemahkan usaha limbah domestik, dan biaya yang 

dibutuhkan Tiongkok untuk mendaur ulang limbah yang sudah over. Selanjutnya, 

permasalahan Tiongkok ini tak sepenuhnya dapat dikategorikan ke dalam world 

order interest, karena tidak mengubah tatanan global, hanya mengubah 

perdagangan limbah global. Dalam aspek intensitas kepentingan, Tiongkok dapat 

dikategorikan dalam vital interests, walau cukup membahayakan namun 

permasalahan limbah Tiongkok ini belum termasuk ke level yang sangat 

berbahaya, namun membuat Tiongkok mengeluarkan biaya yang cukup besar 

untuk menyelesaikan permasalahan ini.  

Dalam perspektif Hubungan Internasional, temuan penelitian ini 

menegaskan bahwa negara tetap merupakan aktor utama yang bertindak rasional 

untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya. Sesuai dengan 

asumsi teori Realisme, Tiongkok memanfaatkan kedaulatan dan kapasitas negara 

untuk mengendalikan aktivitas ekonomi yang dianggap mengancam stabilitas 

domestik. Kebijakan National Sword menunjukkan bahwa perlindungan 

lingkungan dapat menjadi bagian penting dari strategi negara dalam menjaga 

kekuatan nasional. Tiongkok tidak lagi bersedia menanggung biaya ekologis dari 

sistem perdagangan limbah global, melainkan menggunakan kebijakan domestik 

untuk mengubah struktur internasional sesuai kepentingannya. Dengan demikian, 

National Sword menjadi bukti bahwa kebijakan lingkungan dapat berfungsi 

sebagai instrumen politik yang memperkuat posisi negara di tingkat domestik 

maupun global. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepentingan 

nasional utama Tiongkok dalam kebijakan National Sword adalah menciptakan 

pembangunan nasional yang lebih aman, sehat, efisien, dan berkelanjutan. 

Kebijakan ini bertujuan melindungi lingkungan hidup, menjaga kesehatan 

masyarakat, meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat legitimasi politik 

pemerintah, serta mengurangi ketergantungan terhadap limbah impor. Dengan 

menempatkan kepentingan domestik sebagai prioritas utama, Tiongkok berhasil 

mengubah arah kebijakan pengelolaan limbah nasional sekaligus memengaruhi 

tata kelola limbah global. Oleh karena itu, National Sword dapat dipahami sebagai 

manifestasi nyata dari upaya Tiongkok menggunakan kekuatan negara untuk 

mempertahankan dan memperkuat kepentingan nasionalnya di tengah dinamika 

sistem internasional. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan National Sword muncul 

sebagai respons terhadap meningkatnya masalah lingkungan dan kesehatan akibat 

impor limbah dalam jumlah besar ke Tiongkok. Kebijakan tersebut 

dilatarbelakangi oleh pencemaran yang meluas, tekanan masyarakat, serta 

komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melalui 

National Sword, Tiongkok menghentikan praktik penerimaan limbah 

berkontaminasi tinggi dan menegaskan bahwa perlindungan lingkungan 

merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional. 

Kebijakan ini didorong oleh kepentingan nasional yang mencakup aspek 

lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif teori 

Realisme, Tiongkok bertindak sebagai aktor rasional yang menggunakan 

kedaulatannya untuk melindungi stabilitas domestik dan memperkuat kapasitas 

nasional. National Sword tidak hanya menyelesaikan persoalan internal, tetapi 

juga mengubah perdagangan limbah global dan menegaskan posisi Tiongkok 

sebagai negara yang mampu membentuk dinamika internasional melalui 

kebijakan domestik. 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap bahwa kebijakan National 

Sword dapat dipahami tidak hanya sebagai kebijakan lingkungan semata, tetapi 

juga sebagai strategi nasional Tiongkok dalam melindungi kepentingan negara 

secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami 

bagaimana isu lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi negara untuk 

mempertahankan keamanan dan kekuatan nasional. 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini 

dengan menggunakan pendekatan teori lain, seperti Ekonomi Politik 

Internasional, Green Theory, Ecological Modernization, kebijakan luar negeri dan 

sebagainya, agar diperoleh perspektif yang lebih luas mengenai hubungan antara 

kebijakan lingkungan, perdagangan internasional, dan politik global. Penelitian 

lanjutan juga dapat membahas bagaimana negara lain mengadopsi kebijakan 

Tiongkok maupun respons Tiongkok ini, bagaimana suatu negara harus bertindak 
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ketika stabilitas, serta keamanan negaranya terganggu. Karena masih banyak 

negara yang belum aware akan lingkungan hidup mereka, serta regulasi impor 

limbah ataupun lingkungan yang rendah, terutama di negara berkembang, yang 

membuat negara mereka lebih mudah menjadi sasaran para oknum ilegal. 

Selain itu, diharapkan pula untuk peneliti selanjutnya untuk membahas lebih 

detail dan mendalam mengenai adakah upaya yang dilakukan oleh Tiongkok ini 

untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat dari pembatasan serta pelarangan 

impor limbah global ke Tiongkok, karena pada penelitian ini peneliti belum 

menemukan upaya yang dilakukan Tiongkok dalam mengurangi risiko dari 

dampak yang ditimbulkan dari kebijakan negaranya. 

Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini dapat menjadi pelajaran bahwa 

pengelolaan limbah impor harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat 

untuk mencegah Indonesia menjadi tujuan pemindahan limbah dari negara lain, 

beberapa kebijakan memang sudah diupayakan oleh pemerintah, namun belum 

terlalu kuat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas 

pengawasan di pelabuhan, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah 

domestik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat 

melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga 

kepentingan nasionalnya di tengah dinamika perdagangan limbah internasional. 
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